SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman pembayaran
tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai yang
mengalami perubahan nama dan kelas jabatan karena
adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah dan/atau
mutasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor
7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

PASAL 1

Diantara Bab VIII dan Bab IX Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perbaikan
Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomor 7), disisipkan 1 (satu) bab
yakni Bab VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15A

(1) Apabila terjadi perubahan kelembagaan
perangkat daerah dan/atau mutasi yang
menyebabkan perubahan nama dan kelas
jabatan, maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan
dibayar berdasarkan nama dan kelas jabatan
sebelumnya sampai ditetapkannya nama dan
kelas jabatan yang baru.
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(2) Apabila setelah ditetapkannya nama dan kelas

jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada

ayat
sebelumnya, maka  kelebihan

lebih rendah dari kelas jabatan
pembayaran

Tunjangan Perbaikan Penghasilan harus disetor

ke

Tunjangan

kas daerah yang akan dikurangkan dari

Perbaikan Penghasilan yang

bersangkutan pada bulan berikutnya.

(3) Apabila kelas jabatan yang baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari kelas

jabatan
Tunjangan

sebelumnya, maka kekurangan

Perbaikan Penghasilan akan

dibayarkan kepada yang bersangkutan pada

bulan berikutnya.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya

Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

Peraturan Bupati ini

PASAL II

ini mulai berlaku pada tanggal

orang mengetahuinya, memerintahkan

dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO
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